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HARK-HAK AZAZI ANAK DAN
IMPLEMENTASINYA
(TinJjauvuan Yuridis Sosiologis)
Oleh
" Paulus Hadisuprapto, SH.MS

“"Cara suatu masyarakat memperlakn
kan anak, tidak hanya mencermin-
kan kualitas rasa iba, hasrat un
tuk melindungi dan memperhatikan
anak, namun juga mencerminkan ke
pekaannya akan rasa keadilan, ko
mitmennya pada masa depan dan pe
ranan penting anak sebagai gene-
rasi penerus bangsanya.”

(Javier Perez de Cuellar, 1887)

Pendahuluan

Kutipan itu sengajs dikedepankan untuk menjadi renung
an awal, sampai seberapa jauh kepekaan kita akan rasa kea-
dilan, dan komitmen kita pada masa depan dan pentingnya pe
ranan snak sebagal generasi penerus bangssa negeri ini.

Meskipun ungkapan itu mungkin dalam lingkup yang luasg
dan menghkait pada kondisi perlakuan anak di kalangan masya
syarakat negara anggota FPBB, karena diucapkan oleh Seordng
mantan Sekretaris Jendral PBB, namun rasanya pantas pula
diperhatikan sebagal "kacabrenggala" bangsa kita vang ter-
kenal "lembah manah"”, "sabar dan tawakal” menghadapi anak-
analk.

Perhatian terhsdap anak di suatu masyvarakat atan nega
ra itu psling mudah dapat dilihat dari berbagai produk-pro
duk peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlin-
dungan kepentingan ansak dan lmplementasinya dalam kehidup-
an sehari~-hari di masyarakat. Manakala penelusuran tentang
berbasgai peraturasn perundangan itu menghasilkan kesimpulan
bahwa di suatu masyarakat telah memiliki perangkat peratur
an perundangan secara memadal dalam upayanys melindungi ke

pentingan anak, maka perhatiasn selanjutnya perlu diarsahkan
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pada pencarian informasi tentang upays penegakan peraturan
perundangan itu dalam praktek di masyarakat.

Dalam pembicaraan yang disebut terakhir, masalahnya
lalu tidak sesederhana seperti yang diungkapkan terdshulu,
oleh karena kajiannys lalu meliput caskupan yang cukup luas
dan bahkan mungkin kompleksitasnya tinggi. Oleh karena da-
lam konﬁeks penegakan peraturan perundangan tentang perlin
dungan anak pada khususnya, terkait di dalasmnya masalah Po
1itik Sosial dan Politik Kesejahteraan Ansk vang berlaku
atau diberlakuksn di suatu masvarskat atau negara tertentu
pada satu pihak dan kondisi kultural masyarakat di mana pe
raturan perundangan itu berads, pada lain pihak.

Asumsi-asumsi dasar masalah perhatian masyarakat pada
anak baik secara yuridis normatif maupun dari aspek sosgio-
logis itulah yang akan bsnyak mewarnai bahasan pada sajian
makaléh ini. Untuk selanjutnys sajian ini akan mengetengah
kan aturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan
kepentingan anak, dimulai dari aturan perundangan yang ber
skala Internasional, kemudian dilanjutkan dengan aturan pe
rundangan yang berskals nasionsal. Sebagai bagian akhir sa-
Jian ini ingin diketengahkan pula kendala-kendala "struk-
tural” dan "kultural” yang mempengaruhil implementasi pera-
turan perundangan di bidang perlindungan hak-hak anak da-
lam masyarakat.

Konvensi Hak Anak 1889

Direktur Eksekutif UNICEF dalam rangka menyambut keha
diran Konvensi Hak Anak 198Y, menyatakan bahwa Konvensi
ini depat dipandang sebagai dassr pijakan etos moral baru
bagi anak.

Konvensi Hak Anak 1889 (Convention of the Rights of
the Child) untuk selanjutnya sebut saja Konvensi, disepa-
kati dalam sidang Majelis Umum PBB ke 44, dan kemudian di-
tuangkan dalsm Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember
1989. Konvensi ini tidak dapat dilepaskan dengan berbagai
usaha masyarakst internasional sebelumnya di bidang anak,
mulai dari Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Anak 1858 dan De-



klarasi PBB tentang Tshun Anak Internasionsl.

Secara ringkas Konvensi ini mengandung misi (a) pene-
gasan hak-hak ansk: (b) perlindungan anak oleh negara; (c)
peranserta berbagai pihak (masyarakat/negara/swasta) dalam
menjamin penghormatan hak-hak anak. Dari segi struktur Kon
vensi ini terdiri dari tiga bagian, yaskni (a) Preambule;
(b) Substansi; dan (c¢) Mekanisme penerapannya. Kezeluruhan
terdiri dari 54 pasal terkelompokkan menjadi tiga bagian,
Bagian I terdiri dari 41 pasal; Bagian Il terdiri atas 4
pasal dan Bagian III terdiri dari 9 pasal. Untuk selanjut-
nya dalsm sajian ini hanya akan diketengahkan beberapa ke-
tentuan yang dipandang erat berkaitan dengan permasalshan
yang menjadi_pokok bahasan, yaitu tentang Hak-hak Anak dan
Kewajiban Orang Tua terhadap Anak.

Dalam Preambule ditemukan pokok-pokok pikiran yang me
ngetengahkan antara lain tentang (a) pengakuan bahwa anak.
demi perkembangan jiwanya yang penuh dan harmonis, harus
tumbuh kembang dalam lingkungan keluarga. dalam spassna ba
hagia. penuh kasih dan pengertian: (b) Sebagaimana ketentu
an dari Deklarasi Hak-hak Anak, anak dengan berbagai alas-
an kRekurangmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perha
tian den peniagasn khusus termasuk kebutuhan akan perlindu
ngan huokum baik sebelum atau sesudsh kelahirannya; dan (c)
Dengan tidak mengabaikan pentingnya peranan nilsi-nilai
tradisi dan kultural dari setiap bangsa, sejauh menyangkut
perlindungan dan perkembangan harmonis anak.

Selanjutnya dalam pasal 1 Konvensi menyebutkan batas-
an dari anak, yaitu seseorang vang berusia di bawah 18 ta-
hun, kecuali hukum nasional menentukan usia sendiri. Pasal
3 nya menyatakan bahwa semua tindakan yang ditujukan psadsa
anak harus mempertimbangkan seluruh Kepentingan anak. Negsa
ra harus memperhatikan dan bila perlu mengambil langkah-
langkah bila ternvata orang tua atauy pihak lain yang dise-
rahi tanggungiawab gagal melakukan peranannya sebagéi pen-
jaga kepentingan anak. Pasal 5 Konvensi mengatur tentang

hak orang tua terhadap anak, di mana dinyataksn bahwa Nega
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ra harus menghormati hak-hak dan tanggungiawsb orang tusa
dan keluarganya vang lain (extended family) untuk menjags
anak sesual dengan Kemsmpuannya. Pasal 19 Konvensi menga-
tur tentang Perlindungan Anak dari Penyalahgunaan dan Pene
lantaran oleh Orang Tus, di mans dinyatakan bahwa Negara
harus ‘melakukan langkah-langkah yang berupa antara lain pe
nyusunén_program~program di bidang peraturan perundangan,
sdministratif, pendidikan dan sosial guna melindungi anak
dari semua tindakan yang berupsa kekerasan baik secara fi-
ik maupun mental, penyalahgunaan, penelantaran, eksploita
si (termasuk penvalahgunasn seksnal), oleh orang tua atan
pihak lain yvang diserahi tanggungjawab. Di samping itu Ne-
gara. harus pula_menyusun kebijakan~kebijakan sosial yang
pada akhirnya mampu mencegah terjadinya tindak kekerasan
orang tua baik secara fisik maupun mental terhadap anak
dan pembinaan terhadap korban kekerasan fisik dan mental
itu (anak). Pasal 27 nya menyatakan bahwa setiap anak memi
1iki hak menikmati kehidupan sesusi dengan perkembangan fi
5ik, mental, spiritual, moral dan kemasyarakatannya. Orang
tua bertandgungjawab bahwa anak telah memiliki standart ke
hidupannya sesuai ketentuan di atas.
Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 4 tahun 1879 disahkan pada tanggal
23 Juli 1979 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 32
tahun 1978. Secara keseluruhan UU ini terdiri dari 5 bab,
dan tersusun atas 19 pasal. Adapun bab-bab yang diatur me-
liputi (a) Bab I tentang Ketentuan Umnum (pasal 1); (b)) Bab
II tentang Hak Anak (pasal 2; 3, 4; 5; 6; 7 dan 8); (c)
Bab III tentang Tanggungjawab Orang Tua terhadap Kesejahte
raan Anak (pasal 9; dan 10); (d) Bab IV tentang Usaha-Usa-
ha KResejahtersan Anak (pasal 11; 12; dsn 13) dan (e) Bab V
tentang Ketentuan Peralihan dan Penutup.

Untuk selanjutnya tidak seluruh ketentuan passl disa-
jikan, namun hanys akan dikutip beberapa ketentuan yang di
pandang erat berkaitan dengan pokok bahasan ini. Pertama-

tams pengertian tentang Kesejahteraan Anak. Kesejahteraan



Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak vang
dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wa-
jar, baik secarsa rohani, jasmani maupun sosisal. Yang dimak
sudkan dengan Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kese-
jahteraan sosial vang ditujukan untuk menjamin terwujudnya
Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok
anak. Apak adalah geseorang yang belum mencapsal umur 21 ta
hun dan belum pernah kawin. (Pasal 1).

Hak Anak Jdinyatakan bahwa Anak berhalt atas kesejahte-
raan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih =a
vang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus
untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak Jjuga berhak
‘atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan
sosialnya. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan,
baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilsahirkan.
Anak jugs berhak atas perlindungan terhadap linghkungsan hi-
dup vang dapat membahavskan atau wmenghambat pertumbuhan
dan perkembangannya dengan wajar. (Pasal 2). |

Anak vang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan
danrasuhan vang bertujuan menolongnya guna mengatasl ham-
batan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan
nys.

Tanggungjawab Orang Toa, orsng tua adalah yvang perta-
ma-tama bertanggungjawab atas terwujudnys kesejahteraan
anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. (Pasal 3).
Ini herarti bshwa orang tua bertanggungjawab dan wajib me-
melihara dan mendidik ansk sedemikisn rupa, sehindgs anak
dapat tumbuh dan berkembsang menjadi orang yang gerdas, se-
hat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, ber
takwas pada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta bherke-
mampuan untuk menerusksn cita-cita bandsa berdasarkan Pan-
casila, (Penjelasan pasal 9). Orang tua yang terbukti mels
laikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam pasal
9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertum-
buhan dan perkembangan ansk dapat dicabut kuass asuhnys
sebagai orang tus terhadap anaknya. Dalam hal ini ditunjuk
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orang atau badan sebsgal wali. Pencabutan kuasa asuh di
atas, tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersang-
kutan untuk membiavai, sésuai dengan dengan Kemsmpuannya,
prenghidupan, pemeliharaan, dan pendidiksan ansknya. Penca-
butan dan pengembalian kuass asuh orang tua ditetaphkan de-
ngan keputusan hakim. (Pasal 10).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kalau saja perundang-undangsn di atas (baik yang ber
skala Internasional maupun Nasional) mengetengahkan suatu
ketentuan pengakuyan Hak-hak Anak dan Kebijakan Perlindung-
an Hak-hak Anak secara umum dan relatif mengandung sanksi
bersifat keperdatsan, maka dalam ursian berikut ini dikete
ngahkan ketentuan perundangan yang mengandung sanksi. vyang
relatif 1lebih berat daripada ketentuan sebelumnya, vyaitu
ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP).

KUHP di dalamnya terdaspat berbagsai ketentusan yang me-
nysnghkut perlindungan sansk. Dalam sajian ini ingin dikete-
ngahkan beberapsa ketentuan vang dianggap gayut dengan per-
maesalahan vang menjadi pokok bahasan.

Pasal 278 KUHP berisi ketentuan tentang lLarangan VPe-
ngakuan anak palsu, kepada si pelakn diancam pidana penja-
rs paling lama lima tahun.

Pasal 283 KUHP berisi ketentuan tentang Ancaman pida-
na penjara paling lams sembilan bulan atau denda, bagi sia
pa saja yang menawarkan, memberikan atsu menyerahkan, mem-
perlihatkan, tulisan, gambarah atau benda vang melanggar
kesusilaan, maupun alat untuk mepncegah atau mepnggugurkan
kehamilan. kepada orang yang belum cukup umur, atau umur-
nya belum 17 tahun.

Pasal 287 KUHP berisi ketentuan tentang Ancaman pida-
na penjara paling lama 9 tahun bagl siapa saja ysang bherse-
tubuh dengan seorang wanifta di luar perkawinan, padahal di
ketahui atau sepatutnya harus diduga bshwa umurnya helun
15 tahun. satsv umurnya belum mampu dikawin.



Pasal 290 RKUHP, berisi ketentuan tentsng Ancaman pida
na penjara paling 1amé 7 tahun, bagi siapa saja yang melsz-
kukan perbustan gcsbul terhadap seseorang wanita vang helum
15 tahup atauv umurnyva belum mampn dikawin. Pasal 294 RUHP,
berisi ketentuan tentang Ancaman pidana penjara paling la-
ma 7 tahun, bagi siapa sajs yvang melakukan perbuatan ca-
bul dengan anaknva. ansk Lirinva. anak anghsatnva, anak di
hawah pendawasannya vang belum cukup umpr..

Pasal 287 RKUHP, berisi ketentuan tentang Ancaman pida
na penjara paling lama 68 tahun, bagi siapa saja yang mela-
kukan perdagangan wanita dan anak laki-laki vang belum cu-
kup umur.

Pasal 301 KUHP, berisi ketentusn tentang Ancaman pida
na penjara paling lama 4 tshun, bagi siapa saja yang memhe
ri atau menyerahkan kepada orang lain, seorang anak vang
ada di bawah kekuasasnnys yvang syah dan umurnvsa kursng da-
ri 12 tshun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai
untuk melakukan pengemisan, atau pekerdisan vang herbahava,
atau yang dapat merusak kesehatannva.

Pasal 305 KUHP, berisi ketentuan tentang Ancaman pids
na penjara paling lama lima tahun enam bulan, bagi siapa
saja yang menempatkan anak vang belum 7 tahun untuk ditemu
atau meninggalkan snak itu dengan maksud untuk melepaskan
diri daripadanys. Pasal 308 KUHP, berisi ketentuan tentang
Ancaman pidana penjara paling dua tahun sembilan bulan, ba
gi seorang ibu yvang karena takut akan diketahui orang ten-
tang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, me-
anempatkan ansknve untuk ditemu atau meninggalkannya, de-
ngan maksud untuk melepaskan diri daripadanva. Pasal 341
KUHP, berisi ketentuan tentang Ancaman pidana penjara pa-
ling lama 7 tahun, bagi georang ibu karens takut ketshuan
melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama
kemudian, dengan gengaja merampas nyaws anaknya, diancam
karena membunuh anak sendiri.

Dalam Bab XX tentang Penganiayaan, dinyatakan bahwa

pengertian penganiayaan dimak: dkan ialah perbustan vyang




dapat disamakan dengan sengaia merussk kesehstan. Ketentu-
an khusus yang menyangkut prenganiayaan terhadap anak dapat
dilihat dalam pasal 358 KUHP.
Pasal 356 KUHP menvebutkan :
"Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354
dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga
ke-1 bagi vang melaskukan kejahatan (penganiayaan)
itu terhadap ibunya, bapaknya menurut UU, istri

nya atau anaknva.
............. dst.

Dari berbagsi kutipsn ketentuan pasal-pasal KUHP ter
sebut di atas, tampak jelas bagaimana UU mengatur tentang
rerlindungan anak dalam wujud pemberian sanksi ancaman pi-
dana penjara dan juga denda kepada barsngsispa yang wmelang
gar ketentuan tersebut. Dari passal-pasal itu tampak Jjugsa
bahwa perbuatan yang sengais merusak kesehatan baik secars
Figik maupun secara pgikis terhadap anak oleh orang pada
umunnysa dan orang tua pads khususnya dilarang oleh UU pida
na, dan bagi yang melanggarnya disediakan zanksi baik beru
pa pidana penjarsa maupun dends.

Implementasi Hak-hak Anak
A. Kendala Normatif

Kalau di1 atas sudah sedikit banyak dikemuhakan perstu
ran perundangsn khususnys hukum material (substantif) nya,
dan dari situ tampak sudah bagaimana undang-undang menga-
tur masalah perlindungan hak-hak anak, maka dalam uraian
berikut ini ingin diketengahkan pembicaraan sekitar pengim
plementasian ketentuan perundang-undangan itu di masyara-
kat .

Di dalam pembicaraan ilmu hukum pada umumnya dan hu -
kum pidana pada khususnya, di samping kelenghkapan peratur-
an perundangan yang sifatnya substantif (hukum materisal),
perlu pula ditunjang adanys peraturan perundangan yang si-
fatnya mengarah pada upaya penegakan ketentuan yang terkan
dung dalam perundangan substantif, yaitu hukum &acaranya

(prosedural).




Hasil pengamatan sewmentara terhadap berbagai ketentu-
an sacara penegakan hukum perundangsn perlindungan hak anak
ini masih bersifat fragmentaris, terkotak-terkotak, dan
tersebar, sehingga sulit dicari benang merahnva antara ke-
tentuan yang satu dengan yang lainnya. Kondisi demikian je
las dirasakan sangat menganggu proses penegakan hukum ke -
tentuan perundangan perlindungan hak-hak anak.

B. EKendala Sosio-Kultural

Di gamping kendala yang gifatnya normstif (ketentuan
peraturan perundangan yang belum tersistematisasikan seca-
ra baik sehingga mudah dijadikan kersangks acuan pengimple-
mentasian peraturan perundangan tentang perlindungan hak-
hak anak), dikenal puls kendala vang sifatnya lebih sosio-
logis dalam pengimplementasian Ketentuasn perundangsn ten-
tang perlindungan hak-hak sanak di masyarakét.

Masyaraskat kita pada hakekatnya merupakan masyarakat
orang tua, bukan masyarakat anak, sehingga wajar saja ka-
lau hak-hak orang tus lebih dikedepankan daripada  hak-hak
anak. Di samping itu, tampak Jjugs di sementara masyarakat
adanya penonjolan dominasi orang tua terhadap anak. Pola-
pola pendidikan anak lebih cenderung menggunakan pola pe-
nonjolan dominasi nilai-nilai dan aspirasi orang tua ketim
bang nilai-nilai dan aspirasi anak.

Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini misalnya "ke
patuhan”™, anak "dipaksa” patuh pada orang tua. Orang tua
vang tidak bisa membuat patuh anaknys dianggap orang tua
yvang kurang berhasil mendidik anak. Sebaliknya anak vyang
tidak patuh pada orang tus, dicap “kurang sadiar’, ‘ora
ilok", "kualat” dan kata-kats mutiasra lainnya, yang kese-
muanya mencerminkan pemojokan anak, baik di lingkungan ke-
luarga maupun masyarakat. Hasil penelitian psikologis me-
nunjukkan bahwa pendidikan anak yang terlalu berorientasi
pada kepatuhan, sering mengganggu dan menghambat anak un-
tuk mandiri. Contoh lain dapat dikemukaksan, misalnya masa-
lah penentuan pilihan pendidikan anak. Sering orang tua

“memaksakan" kehendak agsar anak memilih jenis pendidikan




vang sesual dengan aspirssi orang tua. Masih dapat ditemu-

kan kecenderungan-kecenderungan di kalangan orang tua ku-
rang menghargai ide pemikiran anak dalam memilih suatu je-
nis pendidikan sesuail dengan kehendak anak. Hal itu bisa
terjadi disebabkan satu pihak, kurang adanya penghargsan
atas suatu profesi tertentu (seniman, pekerja teknis mene-
ngah dan sejenisnya) di masyarakat, dan keinginan orang
tua untuk “"mbangun candi Sapta Argo” atas diri anaknys pa-
da lain pihak.

Itu semua kalau dirangkum merupakan wujud "kesenjang-
an" antara orang tua dan anak. Kesenjangsan ini bisa menca-
kup pemahaman, penghayatan nilai-nilai antara ke duanysa,
vang pada gilirannya menimbulkan puls kesenjangén pemaham
an dan penghayétan aspirasi antara ke duanya. Kesenjangan
antara orang tua dan ansk ini makin dipertajam lagi dengan
adanya perubshan sosial yang cepat, perubahan masyarakat
dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrisal.

Kingsley Davis (seperti dikutip T.0. Ihromi) mengemu-
kakan tiga faktor universal penyebab terkondisinysa, situa-
51 kesenjangaﬁ antara orsng tna dan anak. Pertama, perbeds
an siklus kelahiran vang dilalui oleh kedua belah pihak.
Secarsa sederhans hal itu dapat dijelaskan, bahwa selama si
klus hidup, seseorang terbuka terhadasp pengalaman-pengslam
an yang sangat berkesan selama dia mengalami proses asuhan
Potongan pengalaman sejarah vang dialami orang tua dan
anak jelas berbeda, dan artinya pun jadi =sangat berbeda pu
la. Ke dus, merupakan kenyataan bahwa sukar sekali bagi ge
nerasi tus untuk merubah pendiriannya mengenai sesustu hal
walaupun pendiriannya itu sering karena kemajian jaman su-
dah tidak memsadai dan cocok lagi. Ke tiga, faktor vyang
khas bagi masvarakst yang mengalami proses industrialisasi
yakni perubahan yang menjadi bagian integral daril masyara-
kat demikian. Dalam suatu masyarakat di mana tradisi masih
kuat dan perubahan sosial helum menjadi gava yvang sudah di
terima, kesenjangan antargenerasi sedikit saja riasknya. La

in halnya bila perubshan sosial itn berlangsung secara ber




VI.

kesinambungan - lazimnya terdapat dalam masyarakat indus-
trial, maka =salah satu konsekuensgi dari kesinambungan peru
bahan mesyarakat itu ialah ketidakpastian. Masa depan meru
pakan tanda tanys besar. Orang tua merasa kebingungan pola
nilai pendidikan manakah yang perlu diterapkan atas anak-
anaknya untuk mengantisipasil peranan anak di masa datang
vang serba tak pasti itu. Di sinilah orang tua dituntut un
tuk bisa membaca tanda-tanda jaman, agar ia dapat memberi-
kan bekal vang tepat pada anak-anaknya yang akan hidup di
kemudian hari, gehingga anak dapat menikmati kesejahteraan
KEKesimpulan

Sebagal penutup gsajian ini, ingin diketengahkan pokok
pokok pembicaraan vang telah diuraikan di muka, adapun po-
kokh ursian itu ialah sebagsi berikut
a. Anak dalam kehidupasnnya di masyarakst memiliki hak-hak

vang harus dilindungi;

b. Hak-hak anak itu meliputi hak-hak di bidang fisik, psi-

khis, dan kemasvarakatan;

c. Hak-hak anak dengan segsls aspeknya bukan lagi merupa -

kan masalah regional atan nasional, melainkan sudah me-
rupakan masalah dunia;

d. Seruan pengimplementasian perlindungan Hak-hak anak bu-
kan lagi merupakan tuntutan regicnal ataupun nasional,
melainkan mendunia sifatnys;

e. Pengimplementasian perlindungan Hak-hak anak sengat di-
pengaruhi oleh Kebijakan Sosial dan Kebijakan Kesejahte
raan Anak suatu bangss;

f. Hak-hak anak dengsn segala aspeknya sudah memperoleh le
gitimasinya di Indonesia lewat UU No. 4 tahun 1879 ten-
tang Kesejahteraan Ansak;

g. Pengimplementasian Hak-hak anak secara operasional di
Indonesia masih menemui berbagai kendala, baik yang ber
gifat normatif (persturan perundangan) maupun yang ber-

sifat sosio-kultural.
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